
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 25 TAHUN 2018 

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 13

ayat (3), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 35, 

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, 

Pasal 43, dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang

Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan 

Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan 

Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian



Menetapkan

Intern Pemerintah bagi Fasilitator (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1300);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN

PENYELEN GGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI 

adalah proses yang intégral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disebut SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Pedoman Penyelenggaraan SPIP adalah acuan dalam 

membantu unit kerja dalam melaksanakan seluruh siklus
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penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, 

perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, 

identifïkasi risiko, analisis risiko, evaluasi pengendalian 

terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian 

yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, 

pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring 

evaluasi hasil revisi pengendalian.

4. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP adalah bimbingan 

dan konsultasi oleh fasilitator dalam melaksanakan 

seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi 

analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang 

diharapkan, identifïkasi risiko, analisis risiko, evaluasi 

pengendalian yang ada, serta penyusunan rencana tindak 

pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan 

prosedur, pengkomunikasian revisi pengendalian, dan 

monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

5. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

adalah penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

6. Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah unit kerja yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang transportasi.

7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Perhubungan.

9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal 

Kementerian Perhubungan.

10. Unit Kerja Mandiri adalah Unit Kerja Pelaksana Teknis 

tingkat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V yang 

mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Kementerian Perhubungan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

(1) Tujuan Tata Cara Penyelenggaraan SPIP yaitu untuk

memberikan pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan



Kementerian dalam melaksanakan penyelenggaraan SPIP 

dalam hal:

a. menjamin mutu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;

b. menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkah-langkah 

penyelenggaraan SPIP; dan

c. mencapai hasil kerja yang sesuai dengan kualitas yang 

diharapkan.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP mencakup langkah- 

langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian 

efektivitas lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, analisa 

risiko, merancang rencana perbaikan kegiatan pengendalian, 

rencana perbaikan informasi dan komunikasi serta rencana 

perbaikan pemantauannya.

BAB III

KEWENANGAN PENGENDALIAN 

Pasal 3

(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pengendalian intern atas kegiatan pada 

Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, 

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui SPIP sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan 

pelaksanaannya.

Pasal 4

(1) Unit Kerja wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2), yang meliputi unsur:

a. Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi; dan

e. Pemantauan pengendalian intern.



(2) Uraian penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

(3) Penyelenggaraan SPIP pada Unit Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Jenderal cq. Biro Perencanaan.

(4) Tata cara penyelenggaraan SPIP tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN SPIP 

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas 

penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari:

a. satuan tugas SPIP Kementerian;

b. satuan tugas SPIP pada Unit Kerja Eselon I;

c. satuan tugas SPIP pada Unit Kerja Eselon II; dan

d. satuan tugas Unit Kerja Mandiri.

(2) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh 

Sekretaris Jenderal.

(3) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan oleh Menteri.

(4) Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Unit Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 

huruf d diketuai oleh Pejabat Struktural yang membidangi 

Perencanaan setingkat dibawah Pimpinan Unit Kerja 

terkait.

(5) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Unit 

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf 

c, dan huruf d ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja 

bersangkutan.



(6) Uraian tugas dan Struktur Organisasi Satuan Tugas 

Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja sebagaimana dimaksud 

ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas efektivitas

penyelenggaraan SPIP di Unit Kerjanya.

BAB V 

PELAPORAN

Pasal 7

(1) Setiap Ketua penyelenggara SPIP di Unit Kerja wajib 

menyusun, mencatat, dan menyampaikan laporan 

penyelenggaraan SPIP kepada Unit Kerja Eselon I terkait.

(2) Setiap Ketua Penyelenggara SPIP di Unit Kerja Eselon I 

wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

penyelenggaraan SPIP di Unit Kerjanya masing-masing.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan dan

penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP di

Kementerian.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Menteri.

(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini

BAB VI 

EVALUASI

Pasal 8

Evaluasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian 

merupakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang 

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
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BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 9

(1) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 

penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta akuntabilitas 

keuangan negara di Kementerian.

(2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 10

(1) Kelancaran penyelenggaraan SPIP di lingkungan 

Kementerian dilakukan dengan berkoordinasi, bekerja 

sama, dan bersinergi melalui Sekretaris Jenderal dengan 

Inspektorat Jenderal serta Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui asistensi, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, 

pendidikan dan pelatihan, maupun kegiatan pembinaan 

lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Maret 2018

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 400 

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 25 TAHUN 2018 

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TATA CARA PENYELENGGARAAN SPIP

A. LATAR BELAKANG

Rencana Penyelenggaraan SPIP menggambarkan rencana penerapan SPIP 

ke depan, terutama rencana tahunan dan jangka menengah, sekaligus 

berisi kerangka acuan kerja dan strategi penerapannya. Rencana ini 

an tara lain memuat jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang 

dibutuhkan, penyediaan dana/anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), 

metode yang akan digunakan, sarana dan prasarana, serta peralatan 

yang diperlukan guna penerapan SPIP yang direncanakan, dan pihak- 

pihak terkait.

Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu menyusun Rencana 

Tindak Pengendalian (RTP). Rencana Tindak Pengendalian intern 

merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan 

dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan 

kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Secara umum, RTP 

meliputi:

1. pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan 

yang terkonfirmasi,

2. penguatan lingkungan pengendalian,

3. pemetaan risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,

4. penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi bertindak 

untuk mengendalikan risiko,

5. pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian 

termasuk hasil penguatannya, dan

6. pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil 

penguatannya.
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Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur 

pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak 

pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau 

evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dalam siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan 

dan pemanfaatan RTP merupakan rangkaian beberapa tahapan sebagai 

bagian dari siklus penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang 

utuh.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis sesuai pedoman ini, output yang 

diharapkan dihasilkan adalah dokumen Rencana Tindak Pengendalian 

(RTP). Dokumen RTP ini merupakan salah satu dokumen 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak 

dalam pengembangan SPIP pada suatu instansi pemerintah. Dokumen 

lain yang sebaiknya dihasilkan dalam penyelenggaraan sistem 

pengendalian intern dalam suatu siklus yang utuh adalah:

1. Bukti pelaksanaan rencana tindak pengendalian berupa revisi 

kebijakan dan prosedur.

2. Realisasi pelaksanaan pengkomunikasian informasi pengendalian.

3. Realisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas rencana tindak 

pengendalian.

Peraturan ini secara garis besar memberi panduan langkah 

penyelenggaraan SPIP dengan metode Control Self Assessment (CSA). CSA 

adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kementerian/unit 

kerja untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta 

pengendaliannya.

B. TU JUAN DAN MANFAAT

Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah sebagai panduan bagi 

Kementerian/unit kerja dan fasilitator dalam penyelenggaraan SPIP atas 

penilaian efektivitas lingkungan pengendalian dan penilaian risiko dengan 

metode CSA di Kementerian Perhubungan.

Manfaat yang diharapkan dari peraturan ini adalah adanya keseragaman 

langkah dalam melakukan penyelenggaraan SPIP.

C. SIKLUS PENYELENGGARAAN SPIP

Pendekatan siklus penyelenggaraan SPIP yaitu pelaksanaan 

penyelenggaraan SPIP tidak secara kaku harus selalu mulai dari satu
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tahapan tertentu. Siklus Penyelenggaraan SPIP sebagaimana terlihat di 

gambar 1.

Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan SPIP 

Kerangka pemikiran siklus penyelenggaraan SPIP ini juga akan 

memudahkan unit keija dan fasilitator dalam menyelenggaraan SPIP yang 

tahapannya akan selalu berputar dan kembali pada suatu tahapan yang 

sama secara terus menerus dengan mendasarkan seluruh siklus pada 

dokumen yang disebut rencana tindak pengendalian (RTP). Siklus 

penyelenggaraan SPIP, diharapkan secara kontinyu akan dapat 

mengintegrasikan SPIP ke dalam proses-proses penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam peraturan ini mencakup langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam pelaksanaan penilaian efektivitas lingkungan 

pengendalian, identifïkasi risiko, analisa risiko, merancang rencana 

perbaikan kegiatan pengendalian, rencana perbaikan informasi dan 

komunikasi serta rencana perbaikan pemantauannya.

E. REVIU LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang kuat ditujukan untuk membentuk 

perilaku yang positif dan aktif melekat dalam melaksanakan pengendalian 

sesuai dengan kondisi dan kegiatan/aktivitas keseharian setiap unit kerja 

instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus memiliki lingkungan 

pengendalian yang kuat oleh sebab itu diperlukan reviu untuk
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mengidentifikasi area-area lingkungan pengendalian yang masih lemah 

dan membutuhkan penguatan lebih lanjut.

Reviu atas lingkungan pengendalian dapat dilakukan melalui penilaian 

pengendalian sendiri/Control Self-Assessment (CSA). Metode proses CSA 

yang diaplikasikan secara spesifik pada lingkungan pengendalian disebut 

adalah “Penilaian Lingkungan Pengendalian / Control Environment 

Evaluation (CEE)”.

Lingkungan pengendalian dalam Instansi Pemerintah akan terdiri dari 

kombinasi hard dan soft control Hard control diantaranya adalah 

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, serta 

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. Sedangkan soft control diantaranya adalah 

penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, peran 

internai auditor yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan 

instansi pemerintah terkait.Pendekatan dalam menilai hard dan soft 

control berbeda. Langkah asesmen meliputi:

1. Penilaian atas soft control

Tim fasilitator memberikan bimbingan teknis kepada peserta untuk 

melakukan asesmen terhadap soft control lingkungan pengendalian 

yang ada, yang dilakukan dengan cara:

a. lakukan survei persepsi, melalui kelompok diskusi atau survei 

menggunakan kuesioner;

b. sedapat mungkin, melakukan validasi hasil survei melalui metode 

lainnya seperti reviu dokumen, wawancara, Focus Groups 

Discussions/ FGD.

Tujuan dari asesmen atas soft control adalah untuk memberikan 

informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mencapai 

segala hasil yang benar, Penilaian atas soft control sebagaimana 

tercantum dalam Formulir 1.

2. Penilaian atas hard control

Tim fasilitator memfasilitasi peserta bimtek untuk melakukan 

asesmen terhadap hard control lingkungan pengendalian yang ada. 

Tujuan dari asesmen atas hard control adalah untuk memberikan 

informasi tingkat konsistensi instansi pemerintah dalam mengerjakan 

segala sesuatu dengan benar/baik. Penilaian hard control lingkungan 

pengendalian dapat dilakukan sebagaimana lazimnya proses audit,
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seperti reviu terhadap dokumen. Pelaksanaannya dapat dibimtek oleh 

tim fasilitator dengan memberdayakan tim internai audit. Disamping 

teknik penilaian di atas, tim fasilitator dapat mendorong peserta 

bimtek untuk menggunakan penilaian pengendalian sendiri/ Control 

Self Assessment. Penilaian atas hard control sebagaimana tercantum 

dalam Formulir 2.

3. Analisis Terhadap Hasil Asesmen

Hasil asesmen lingkungan pengendalian, baik hard dan soft control 

selanjutnya dianalisis dan disimpulkan untuk mendapatkan peta 

kondisi lingkungan pengendalian yang ada serta area untuk perbaikan 

di dalam instansi pemerintah.

Tim fasilitator mendampingi tim bimtek dalam melakukan analisis 

dan penyimpulan kondisi, serta area untuk perbaikan di dalam 

instansi pemerintah. Jika simpulan hasil asesmen menunjukkan 

bahwa lingkungan pengendalian masih belum memadai, tim fasilitator 

membimbing peserta bimtek menyusun disain pengendalianyang 

diperlukan.Mengingat pentingnya suatu lingkungan pengendalian 

yang baik, pada tahap ini, sedapat mungkin pimpinan instansi ikut 

dalam diskusi, analisa terhadap hasil asesmen sebagaimana 

tercantum dalam Formulir 3 sampai dengan 5.

4. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 

Penilaian Lingkungan Pengendalian / Control Environment Evaluation 

diperlukan sebagai asesmen sendiri, sehingga, dengan melakukan 

asesmen pada Lingkungan Pengendalian yang ada dan 

mengidentifikasi area peningkatan lingkungan pengendalian, 

manajemen harus merencanakan tindakan yang tepat untuk 

mengatasi kelemahan dari lingkungan pengendalian tersebut. Tim 

Fasilitator membimtek manajemen merumuskan tindakan yang akan 

diambil. Tindakan-tindakan ini didokumentasikan dalam rencana 

tindakan yang disepakati untuk ditindaklanjuti oleh manajemen. 

Tindakan-tindakan yang telah disepakati itu haruslah dicatat dalam 

rencana tindakan dengan perincian kelemahannya, tindakan yang 

diajukan, pemilik/penanggung jawab dan target waktu 

penyelesaian.Rencana tindak penguatan/perbaikan lingkungan 

pengendalian dituangkan dalam dokumen Rencana Tindak Perbaikan. 

Tools yang dapat digunakan untuk tahap ini adalah berupa formulir 

yang berisi perincian kelemahannya, tindakan yang akan diambil,



- 15 -

pemilik/penanggung jawab tindakan, dan target waktu penyelesaian, 

penilaian rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian 

sebagaimana tercantum dalam Formulir 6.

F. PENILAIAN RISIKO

1. Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah

Penetapan tujuan strategis Kementerian dengan berpedoman pada 

Rencana Strategis Kementerian.

Penetapan tujuan rencana strategis dilakukan dengan menggunakan 

sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 (Formulir 7 ini hanya 

disusun untuk penilaian risiko tingkat Kementerian).

2. Penilaian Risiko Tingkat Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dan Unit 

Kerja Mandiri

Penilaian risiko terhadap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Unit Kerja dan Unit Kerja Mandiri untuk mengenali, menganalisis, 

memvalidasi dan memutuskan cara menanggapi risiko dengan rincian 

tahap-tahap sebagai berikut:

a. Membentuk kelompok diskusi (Focus Group Dissucions)

Kelompok diskusi terdiri dari pegawai-pegawai dari satuan unit 

kerja yang terlibat langsung dalam proses aktivitas/kegiatan yang 

akan dilakukan penilaian risiko;

b. Menentukan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian 

risiko

Aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko diambil 

dari aktivitas/kegiatan se suai tugas dan fungsi (baik kegiatan yang 

tertuang di DIPA maupun Non DIPA);

c. Identifikasi tujuan aktivitas/kegiatan

Tahap identifikasi tujuan dimaksudkan agar diperoleh informasi 

tujuan aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Untuk itu 

perlu dilakukan proses FGD, brainstrorming, validasi dan 

konfirmasi untuk dapat mengidentifikasi tujuan aktivitas/kegiatan 

dengan tepat;

d. Identifikasi risiko berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan

Atas setiap tujuan aktivitas/kegiatan yang telah ditetapkan, 

lakukan identifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian 

tujuan dengan cara FGD dan brainstorming;
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Dari hasil identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko sebagaimana 

tercantum dalam Formulir 8.

e. Analisa risiko

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah 

menganalisa risiko yang telah diidentifikasi, dengan cara:

1) Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, peserta kelompok 

diskusi memberi skor terhadap kemungkinan dan dampak 

menurut skala yang telah ditetapkan;

2) Jumlah nilai kemungkinan dan dampak berdasarkan skor dari 

seluruh peserta, kemudian dibagi dengan jumlah peserta 

untuk mendapat rata-rata skor kemungkinan dan dampak 

risiko;

Analisa risiko menghasilkan ranking risiko dan peta risiko 

sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 sampai dengan 11.

f. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Setelah daftar risiko dan peta risiko diperoleh dari hasil penetapan 

respon/prioritas risiko, langkah selanjutnya adalah menyusun 

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) minimal yang harus ada 

untuk mencegah atau mengurangi dampak yang timbul akibat 

kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. RTP disusun 

berdasarkan prioritas risiko yang dihasilkan pada ranking dari 

yang tertinggi sampai dengan terendah. Rencana Tindak 

Pengendalian meliputi:

1) Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Menyusun rencana tindak untuk mengendalikan risiko yang 

meliputi (i) mengenali instrument pengendalian yang ada/ 

terpasang, (ii) mengevaluasi pengendalian yang ada/terpasang 

dan (iii) membahas celah pengendalian.

Untuk dapat mengembangkan rencana tindak untuk 

mengendalikan risiko (Kegiatan Pengendalian)Tim Fasilitator 

dan peserta bimtek harus memiliki pemahaman/gambaran 

kondisi struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi yang ada 

dan yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan 

aktivitas / kegiatan.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a) Mengenali Pengendalian yang Ada
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Tahapan mengenali pengendalian dilakukan dengan 

berdasarkan rangking/prioritas risiko yang dihasilkan dari 

tahap analisa risiko. Tahapan ini bertujuan 

mendokumentasikan apa yang telah dibuat oleh unit kerja. 

Tim fasilitator mengarahkan tim bimtek untuk 

mengidentifikasi dan mencatat pengendalian apa yang 

sudah ada (terpasang) yang melindungi aktivitas/kegiatan 

dari risiko-risiko tersebutdan membantu dalam pencapaian 

tujuan kegiatan;

b) Mengevaluasi Pengendalian yang ada/Terpasang

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah 

dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja 

efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas 

efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk 

menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan 

kecocokan atau kecukupan rancangannya atau 

permasalahan pada saat pelaksanaannya;

c) Celah pengendalian

Celah pengendalian adalah kondisi yang terjadi apabila 

risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau 

pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa 

risiko pada tingkat sisa risiko (residual risk) yang berada 

dalam tingkat selera risiko manajemen.Fasilitator 

mengarahkan diskusi kelompok untuk menilai ketepatan 

rancangan pengendalian, efektivitas pengendalian, dan ada 

tidaknya celah pengendalian. Dalam tahapan ini akan ada 

6 kemungkinan celah yang teridentifikasi:

(1) Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan 

peraturan di atasnya;

(2) Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/ 

dijabarkan ke dalam prosedur baku;

(3) Pengendalian sudah ada dan telah 

memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun 

prosedur baku belum sesuai dengan peraturan yang 

berlaku;

(4) Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu 

dibuat/ disusun pengendalian terkait;
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(5) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke 

dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan;

(6) Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke 

dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan namun 

belum ada prosedur palaporan/ monitoringnya maka 

dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya;

d) Membahas Celah Pengendalian (Identifikasi Perbaikan 

Kegiatan Pengendalian)

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada 

dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan 

pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan 

pengendalian.Fasilitator melakukan bimtek dalam diskusi 

untuk mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok 

dalam rangka perbaikan pengendalian. Fasilitator 

mengarahkan/membimbing peserta diskusi agar

identifikasi kegiatan pengendalian mengarah kepada 

kegiatan pengendalian yang diharapkan mampu menangkal 

sejumlah risiko penting. Fasilitator mengarahkan agar 

identifikasi kegiatan pengendalian untuk perbaikan 

(kegiatan pengendalian yang akan dibangun) 

mempertimbangkan cost and benefit dan tidak

menimbulkan proses kegiatan tambahan yang

memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses 

bisnis). Rumusan RTP memuat rencana pembangunan 

kegiatan pengendalian, pemilik/ penanggung jawab dan 

rencana waktu yang ditargetkan, desain kegiatan 

pengendalian sebagaimana tercantum dalam Formulir 12.

2) Rencana Tindak Perbaikan Informasi dan Komunikasi

Menetapkan rencana pengkomunikasian informasi atas 

perbaikan pengendalian.

Setelah manajemen sepakat dengan perbaikan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang 

ada, langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan 

adalah:

(1) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan 

menginventarisasi sarana komunikasi yang ada yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan risiko, keberadaan dan
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implementasi revisi kebijakan dan prosedur sebagai 

pengendalian yang baru;

(2) Tim fasilitator meminta peserta bimbingan merumuskan 

bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang 

pengendalian yang baru, akan dilakukan. Komunikasi yang 

efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat 

dapat menjalankan pengendalian secara efektif. Cara 

pengomunikasian dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat 

pengendalian baru yang dibangun;

(3) Rencana pengomunikasian adanya perubahan/ perbaikan 

dalam pengendalian intern akan dituangkan ke dalam 

dokumen RTP sebagaimana tercantum dalam Formulir 13.

3) Rencana Tindak Perbaikan Pemantauan

Menetapkan rencana pemantauan atas perbaikan 

pengendalian yang telah ditetapkan.

Pada dokumen RTP juga dimuat mekanisme pemantauan yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa rencana tindak 

pengendalian yang telah dirancang dapat dilaksanakan dan 

berjalan secara efektif.

Fasilitator mengarahkan agar pemantauan dapat memberikan 

informasi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

(1) realisasi pelaksanaan perbaikan/penyempurnaan 

kebijakan, prosedur atau infrastruktur lainnya;

(2) kegiatan/proses manajemen yang masih bermasalah 

meskipun telah dirancang mekanisme pengendalian di 

dalamnya;

(3) infrastruktur pengendalian yang tidak dapat berjalan 

dengan baik;

(4) penyebab dan akibat permasalahan.

Untuk itu, tim fasilitator meminta peserta bimtek untuk 

menentukan:

(1) metode pemantauan yang ada;

(2) metode pemantauan yang akan digunakan, metode 

pemantauan yang dapat dilakukan antara lain pemantauan 

oleh atasan, pemantauan oleh tim khusus, atau meminta
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pihak aparat pengawasan intern untuk melakukan 

evaluasi;

(3) pihak/pejabat yang melakukan pemantauan;

(4) waktu dan frekuensi pemantauan,serta;

(5) tindakan yang diperlukan jika berdasarkan hasil pemantauan 

diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penyempurnaan lebih 

lanjut, daftar pemantauan risiko dan kegiatan pengendalian 

yang telah dilaksanakan, rencana tindak perbaikan 

pemantauan sebagaimana tercantum dalam Formulir 14.
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FORM 1

(KOP SURAT)

SURVEI CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/ ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner 

ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internai dan dimaksudkan 

untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu. 

Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu 

mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini.

Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi 

kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tickmark untuk pilihan yang paling tepat.

Apa posisi anda saat ini?

1. □  Pejabat Struktural

2. □  Pejabat Fungsional Tertentu

3. □  Pejabat Fungsional Umum/Staf.......

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilahdengan memberikan tickmark (V) pada salah satu kotak pilihan 

jawaban.

2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan 

pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.

3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan 

kepada fasilitator.

NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NI LAI ETIKA

1 Pimpinan telah memberikan □Tidak Pernah
keteladanan dalam hal integritas dan □Jarang
etika pada tingkah laku sehari-hari □  Sering

□ Selalu
2 Telah ada aturan perilaku (misalnya □Belum Ada

kode etik, pakta integritas, dan aturan □ Sedang Disusun
perilaku pegawai) □  Sudah Ada

□ Sudah Ada & dimutakhirkan
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NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

3 Rekan-rekan kerja telah berperilaku 
sesuai dengan nilai-nilai integritas dan 
etika

□Tidak ada
□  Sebagian kecil pegawai
□  Sebagian besar pegawai 
□Seluruh Pegawai

4 Pegawai telah memperoleh penghargaan 
yang sepadan dengan pre stasi kerjanya

□Tidak Pernah 
□Jarang
□ Sering
□  Selalu

5 Penghargaan yang diberikan kepada 
para pegawai telah cukup memadai 
untuk menghindari godaan untuk 
melanggar hukum, aturan organisasi 
dan nilai-nilai etika

□ Sangat Tidak Memadai 
□Tidak Memadai
□ Memadai
□ Sangat Memadai

6 Dokumen pernyataan aturan 
perilakutelah disampaikan kepada 
seluruh pegawai

□Tidak
□ Disampaikan tanpa penjelasan
□ Disampaikan dengan penjelasan
□ Disampaikan dengan penjelasan 
dan pelatihan jika diperlukan

7 Dalam sosialisasiaturan perilakutelah 
dijelaskan tentang bagaimana 
prakteknya dalam situasi sehari-hari

□Tidak Pernah Disosialisasikan 
□Jarang 
□ Sering 
□Rutin

8 Kebijakan organisasi dan aturan 
perilaku setiap tahun telah 
diinformasikan kepada pihak ketiga 
(masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

□Tidak Pernah 
□Jarang
□  Sering
□ Rutin

9 Media organisasi (majalah/buletin 
internai, papan pengumuman, situs 
resmi, dan lain-lain) telah 
menginformasikan pelaksanaan aturan 
perilaku oleh para pegawai

□Tidak Pernah 
□Jarang
□ Sering
□  Rutin

10 Seluruh pegawai secara rutin telah 
menandatangani pernyataan aturan 
perilaku

□Tidak Pernah 
□Jarang, Sebagian Pegawai 
□Rutin, Sebagian Pegawai 
□Rutin, Seluruh Pegawai

11 Pernyataan aturan perilakutelah dibaca 
oleh semua pegawai

□Tidak
□ Sebagian Kecil
□  Sebagian Besar
□  Semua

12 Pernyataan aturan perilakutelah 
dipahami oleh semua pegawai

□Tidak Pernah
□ Sebagian Kecil
□  Sebagian Besar
□  Semua

13 Pimpinan telah memantau apakah 
seluruh pegawai telah mengikuti 
sosialisasiaturan perilaku

□Tidak Pernah Dipantau 
□Jarang
□  Sering
□  Selalu
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NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

14 Telah terdapat fungsi khusus di dalam 
instansi yang melayani pengaduan 
masyarakat atas pelanggaran aturan 
perilaku

□Tidak Ada
□Ada, tapi belum berfungsi 
□Ada, tapi belum optimal 
□Ada dan sudah optimal

15 Pimpinan instansitelah mendapat 
informasi atas kepatuhan pelaksanaan 
aturan perilaku di instansi

□Tidak Pernah 
□Jarang
□  Sering
□  Selalu

16 Pelanggaran aturan perilakutelah 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang 
berlaku

□Tidak Pernah 
□Jarang
□  Sering
□  Selalu

17 Investigasi atas pelanggaran aturan 
perilakutelah dilakukan oleh petugas 
yang kompeten dan independen

□Tidak pernah dilakukan investigasi
□ Dilakukan oleh petugas yang tidak 
kompeten dan tidak independen
□ Dilakukan oleh petugas yang tidak 
kompeten atau tidak independen
□ Dilakukan oleh petugas yang 
kompeten dan independen

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

1 Instansi telah memiliki strategi/rencana 
kompetensi yang berisikan standar 
kompetensi yang dibutuhkan oleh 
instansi untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya

□Tidak Memiliki
□ Sedang disusun
□Ya, telah disusun
□Ya, disusun sesuai kebutuhan
strategi & tujuan instansi

2 SDM yang memadai telah tersedia untuk 
melaksanakan strategi dan 
perencanaaan organisasi

□  Sangat Kurang 
□Kurang Memadai
□ Cukup Memadai 
□Memadai

3 Kompetensi yang dibutuhkan dalam 
setiap posisi di instansi telah 
didefmisikan secara tepat.

□Tidak ada uraian kompetensi
□  Sebagian kecil posisi sudah dibuat 
uraian kompetensinya
□ Sebagian besar posisi sudah dibuat 
uraian kompetensinya
□  Sudah dibuat uraian kompetensi 
setiap posisi dengan tepat

4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi dan pengalaman 
mereka berdasarkan syarat dan 
kebutuhan dari posisi tersebut

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□  Setuju
□  Sangat Setuju

5 Pimpinan di Instansi saudaratelah 
memiliki pengalaman kerja yang luas 
tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis 
tertentu saja

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

6 Kompetensi SDM telah dipantau secara 
efektif

□Tidak Pernah 
□Jarang
□ Sering
□ Selalu dan terjadwal
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NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

7 Telah terdapatperencanaan pelatihan 
yang memberikan pemahaman kepada 
pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian 
lainnya

□  Belum Ada
□ Dalam proses penyusunan
□ Sudah ada tapi belum diformalkan
□ Sudah ada dan diformalkan

8 Pelatihan yang memadai selalu 
dilakukan sebelum pegawai menduduki 
posisi penting

□Tidak Pernah 
□Jarang 
□ Sering 
□Selalu

9 Instansi telah memiliki rencana 
kaderisasi staf yang kompeten untuk 
menduduki posisi-posisi penting

□Belum Ada
□Dalam proses penyusunan
□ Sudah ada tapi belum diformalkan
□ Sudah ada dan diformalkan

10 Dokumentasitentang prosedur penilaian 
kompetensi pegawai telah memadai dan 
dimutakhirkan secara periodik

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

11 Assessment/ penilaian kompetensi dari 
pegawai yang menduduki posisi penting 
telah dilakukan secara periodik dan 
didokumentasikan secara lengkap

□Tidak Pernah 
□Jarang 
□Sering 
□  Sangat Sering

12 Evaluasi kompetensi dan kinerja 
pegawai telah dilakukan secara periodik

□Tidak Pernah 
□Jarang
□ Sering
□ Sangat Sering

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

1 Pimpinan melalui perkataan dan 
perbuatan telah selalu menekankan 
pentingnya pencapaian tujuan 
pengendalian internai

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□  Setuju
□  Sangat Setuju

2 Pimpinan telah mempertimbangkan 
risiko dalam pengambilan keputusan 
dan sering mendiskusikannya di dalam 
rapat

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

3 Gaya dan tone (aura) kepemimpinan 
yang kondusif telah dirasakanbaik di 
dalam maupun di luar organisasi

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

4 Pimpinan telah membentuk dan 
memfungsikan satgas SPIP, Inspektorat 
atau unit organisasi tertentu untuk 
mendorong penerapan pengendalian 
(SPIP).

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

5 Pimpinan telah menekankan pentingnya 
penerapan pengendalian dalam setiap 
kegiatan organisasi

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju
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NO. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN

6 Pimpinan telah 
mengkomunikasikansecara efektif 
tujuan pengendalian intern kepada para 
pegawai yang terkait

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuiu

7 Pimpinan telah mengikutsertakan 
pejabat dan pegawaiterkait dalam proses 
penetapan tujuan pengendalian intern

□Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju 
□Setuju 
□  Sangat Setuju

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN 
KEBUTUHAN

1 Struktur organisasitelah dirancang 
sesuai dengan kompleksitas dan sifat 
kegiatannya.

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

2 Seluruh unit organisasi telah 
mempunyai kewajiban untuk menyusun 
laporan secara tepat waktu.

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

3 Risiko yang muncul dari struktur 
organisasi telah 
diperhitungkanpimpinan instansi

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

4 Struktur organisasi yang ada telah 
mempermudah penyampaian informasi 
risiko ke setiap bagian

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju 
□Setuju
□  Sangat Setuju

5 Struktur organisasi telah dilengkapi 
dengan bagan organisasi yang 
menjelaskan peran dan tanggung jawab 
masing-masing pegawai

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju 
□Sangat Setuju

6 Uraian tugas untuk masing-masing 
pejabat kunci/ pentingtelah ditetapkan 
dan dimutakhirkan

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□  Setuju
□  Sangat Setuju

7 Proses validasi atas tingkat kehandalan, 
keakuratan, kelengkapan, ketepatan 
waktu sistem informasi telah dilakukan 
secara berkala

□Tidak Pernah 
□Jarang
□  Sering
□  Selalu

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT

1 Pimpinan telah melakukan reviu dan 
evaluasi secara berjenjang terhadap 
peran dan tanggung jawab bawahannya 
terkait pengendalian

□Tidak Pernah 
□Jarang
□  Sering
□  Selalu
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2 Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan 
telah secara rutin membahas efektivitas 
penyelenggaraan pengendalian

□Tidak Pernah 
□Jarang 
□Sering 
□Rutin

3 Pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab telah ditetapkandan 
didokumentasikan secara formai

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju 
□Sangat Setuju

4 Kriteria pendelegasian wewenang telah 
tepat

□Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju 
□Setuju 
□Sangat Setuju

5 Pejabat kunci/ penting (key 
management) yang diberi kewenangan 
telah memahami tanggung jawab dan 
wewenangnya

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

6 Kewenangan telah direviu dan 
dimutakhirkan secara periodik

□Tidak Pernah 
□Jarang
□ Sering
□ Selalu

7 Wewenang dan tanggung jawab telah 
dikomunikasikan dengan jelas dan 
dipahami oleh pegawai

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

8 Batasan kewenangan telah diverifikasi 
dan diuji

□Tidak Pernah 
□Jarang 
□Sering 
□Rutin

9 Proses dan tingkatan otorisasi telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan

□Tidak Pernah 
□Jarang 
□  Sering 
□Rutin

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG 
PENGELOLAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Instansi telah mempunyai kebijakan 
dan prosedur pengelolaan SDM

□Tidak Ada 
□Ada

Bila jawaban “tidak ada”, langsung ke 
nomor 7

2 Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM tersebut telah didokumentasikan 
secara formai

□ Belum
□ Sebagian kecil
□  Sebagian besar
□  Seluruhnya

3 Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM tersebut telah disosialisasikan 
kepada seluruh pegawai

□Belum
□ Sebagian kecil
□ Sebagian besar
□ Seluruhnya
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4 Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM tersebut telah dipahami oleh 
seluruh pegawai

□  Belum
□ Sebagian kecil
□  Sebagian besar
□  Seluruhnya

5 Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM tersebut telah lengkap (sejak 
rekrutmen sampai dengan 
pemberhentian pegawai)

□Belum
□ Sebagian kecil
□  Sebagian besar
□  Seluruhnya

6 Kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM tersebut telah 
dimutakhirkansesuai kebutuhan

□Belum 
□Sebagian kecil 
□Sebagian besar 
□Seluruhnya

7 Pimpinan telah menetapkan standar 
rekrutmen pegawai sesuai dengan 
persyaratan jabatan

□Belum
□ Sebagian kecil
□ Sebagian besar
□ Seluruhnya

8 Pimpinan telah menetapkan pola mutasi 
dan promosi pegawai sesuai dengan 
persyaratan jabatan dan direviu secara 
periodik

□Belum
□ Sebagian kecil
□ Sebagian besar 
□Seluruhnya

9 Setiap SDM yang akan 
ditempatkandalam posisi kunci telah 
mempertimbangkan integritas dan 
kompetensinya

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□ Sangat Setuju

10 Instansi telah menempatkan SDM pada 
posisi kunci/ penting melalui fit and 
proper test dan management assessment 
center (MAC)

□Belum
□ Sebagian kecil
□  Sebagian besar
□ Seluruhnya

11 Program pelatihan telah disusun 
berdasarkan analisis kebutuhan diklat 
(training needs analysis)

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□ Setuju
□  Sangat Setuju

12 Setiap pegawai telah mendapatkan 
kesempatan yang cukup untuk 
mengikuti program pendidikan dan 
pelatihan

□Belum
□ Sebagian kecil
□ Sebagian besar 
□Seluruhnya

13 Program pelatihan yang terselenggara 
telah mendorong perilaku yang baik dan 
kesadaran akan pengendalian

□  Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□  Setuju
□  Sangat Setuju

14 Instansi telah mengalokasikan anggaran 
yang memadai untuk pengembangan 
SDM

□ Sangat Tidak Setuju 
□Tidak Setuju
□  Setuju
□  Sangat Setuju
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15 Instansi telah mengikutsertakan □Belum
pegawai dalam diklat kepemimpinan dan □  Sebagian kecil
kemampuan individu (inter personal □  Sebagian besar
skilîj □  Seluruhnya

16 Instansi telah memiliki sistem penilaian □Tidak Ada
kinerja dan sistem penghargaan (reward) 
yang didokumentasikan.

□Ada

17 Sistem penilaian kinerja dan sistem □Belum
penghargaan (reward) tersebut telah □  Sebagian kecil
diterapkan sesuai ketentuan. □  Sebagian besar

□  Seluruhnya

18 Instansi telah memberikan berbagai □Belum
penghargaan atas kinerja dan □ Sebagian kecil
produktivitas pegawai/unit kerja. □  Sebagian besar

□ Seluruhnya

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) 
YANG EFEKTIF

1 APIPtelah melakukan reviu atas □Tidak Pernah
efisiensi/efektivitas kegiatan secara □Jarang
periodik. □ Sering 

□Rutin

2 APIP telah memberikan peringatan dini □  Sangat Tidak Setuju
kepada pimpinan dalam □Tidak Setuju
penyelenggaraan tugas dan fungsi □  Setuju
Instansi Pemerintah. □  Sangat Setuju

3 APIP telah berperan dalam fasilitasi □Tidak Pernah
penyelenggaraan pengendalian di □Jarang
instansi. □  Sering 

□Rutin

4 APIP telah melaksanakan pengawasan □Tidak Pernah
berbasis risiko. □Jarang 

□  Sering 
□Rutin

5 APIP telah melakukan evaluasi atas □Tidak Pernah
efektivitas SPIP secara periodik. □Jarang

□  Sering
□  Rutin

6 APIP telah melakukanpengujian □Tidak Pernah
keuangan secara periodik □Jarang

□  Sering
□  Rutin

7 APIPtelah melakukan evaluasi □Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian internai □Jarang
secara periodik □  Sering

□  Rutin
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8 APIPtelah melakukan reviu atas □Tidak Pernah
kepatuhan hukum dan aturan lainnya □Jarang

□  Sering
□ Ru tin

9 Temuan dan saran/rekomendasi □Belum
pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. □  Sebagian kecil

□  Sebagian besar
□ Seluruhnya

H HUBUNGAN KERJA YANG BAI K DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

1 Pimpinan instansitelah □Tidak Pernah
membinahubungan kerja yang baik □Jarang
dengan instansi/organisasi lain yang □ Sering
memiliki keterkaitan operasional □  Rutin

2 Pimpinan instansi telah membina □Tidak Pernah
hubungan kerja yang baik dengan □Jarang
instansi yang terkait atas fungsi □  Sering
pengawasan (inspektorat, BPKP, dan 
BPK)

□Rutin

Hal-hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum 
tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas :

Nama (optional) :

TERIMA KASIH



- 30 -

FORM 2

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER

REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN

/
PERTANYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REKAPITULASI JAWABAN

R E S P O N D E N

/
PER TAN YAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN

/
PERTANYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REK APITULASI J A W A B A N

R E S P O N D E N

/
PER TAN YAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REKAPITULASI JAWABAN

R E S P O N D E N

/
PER TAN YAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Total

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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FORM 3

FO R M  E LP  1 : H A SIL  IDENTIFIK ASI PE R M A SA LA H A N  L IN G K U N G A N  P E N G E N D A L IA N

N O
H ASIL

A U D IT /W A W A N C A R A /R E V IU  
LAINNYA

S U M B E R
DATA

KETERKAITAN D E N G A N  U N S U R  LINGKLJNGAN PE N G E N D A ]LIAN

S U  1 S U  2 S U  3 S U  4 S U  5 S U  6 S U  7 S U  8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K E SIM PU LA N

(U ra ik an  hasil pen ilaian  risiko lingkungan  pengendalian , ba ik  kekuatan  m au p u n  kelem ahannya. B u a t sim pulan  atas setiap su b  
u n su r  lingkungan  pengendalian  y an g  terkait)

P E T U N JU K  PE N G IS IA N

Kolom 1 S u d a h je la s .

Kolom  2 Diisi dengan  u ra ian  singkat hasil p en gu m pu lan  dan  an a lisa  d a ta  terkait kondisi lingkungan  pengendalian  instansi 
pem erintah y an g  d ievaluasi

U ra ian  tersebut dapat be ru p a  ke lem ahan  m au p u n  kekuatan  lingkungan  pengendalian  yang  d item ukan dari berbagai sum ber data  
tersebut.

Kolom 3 D iisi dengan  su m ber data  a tas  u ra ian  di kolom  2.

Kolom 4 D iisi dengan  keterkaitan an  ta ra  m asin g -m asing  su b  u n su r  lin gkungan  dengan  u ra ian  p ad a  kolom  2.

s.d. J ika  keterkaitan tersebut m enu n juk kan  ad an ya  kelem ahan lingkungan  pengendalian  m ak a  diisi dengan  sim bol x

Kolom  11 J ika  keterkaitan tersebut m enu n juk kan  ad an ya  kekuatann  lingkungan  pengendalian  m ak a  diisi dengan  sim bol V
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FORM 4

FO R M  E LP  2: REK APITULASI H A S IL  K U E S IO N E R  C E E

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

• H ASIL  
PEN ILA IAN  

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 A. PE N E G A K AN  
INTEGRITAS  
D A N  NI LAI ETIKA

Tidak
M em ada

i

1 P E N G E M B A N G A N  
—  Pim pinan  
Instansi
m engem bangkan  
sikap  etika dan  
tata n ilai yang  
dapat dim engerti 
oleh seluruh  
pegaw ai

T idak
M em ada

i

1 Pim pinan telah  
m em berikan  
keteladanan  
dalam  hal 
integritas dan  
etika p ad a  tingkah  
laku  sehari-hari

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

2 Telah ad a  atu ran  
perilaku (m isalnya  
kode etik, pakta  
integritas, dan  
atu ran  perilaku  
pegawai) __________

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

3 R ekan -rekan  ke ija  
telah berperilaku  
sesuai dengan  
nilai-n ilai 
integritas dan  
etika

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Pegaw ai telah  
m em peroleh  
pen gh argaan  yang  
sepadan  dengan  
prestasi kerjanya

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

5 Penghargaan  yang  
d iberikan  kepada  
p ara  pegaw ai telah  
cu ku p  m em adai 
u n tu k
m engh indari 
godaan  un tuk  
m elanggar  
hukum , atu ran  
organ isasi dan  
nilai-n ila i etika

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

6 K O M UN IK ASI —  
Pim pinan  Instansi 
m engkom unikasik  
an  kom itm ennya  
ak an  n ilai-n ilai 
etika m elalui 
perkataan  dan  
tindakan

Tidak
M em ada

i

1 D okum en  
p em yataan  atu ran  
perilaku  telah  
d isam paikan  
kepada  seluruh  
pegaw ai

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8

7 D alam  sosialisasi 
atu ran  perilaku  
telah d ije laskan  
tentang  
baga im an a  
prakteknya da lam  
situasi sehari-hari

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

8 Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

9 PE N E K A N A N  
K EM BALI —  
pentingnya  
integritas dan  
nilai-n ila i etika  
d ikom unikasikan  
d an  ditekankan  
secara  beru lang

Tidak
M em ada

i

1 M edia organ isasi 
(m aja lah  / buletin  
internai, p apan  
pengum um an , 
situs resm i, dan  
la in -la in ) telah  
m engin form asikan  
p elaksanaan

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
kepada  se lu ruh  
pegaw ai m elalui 
ca ra  yang  sesuai 
dengan  kondisi 
in stansi

a tu ran  perilaku  
oleh p a ra  pegaw ai

10 P E N G A W A S A N  —  
terdapat proses- 
proses un tuk  
m engaw asi 
kepatuh an  se lu ruh  
pegaw ai terhadap  
prinsip -prinsip  
integritas dan  
nilai-n ila i etika

T idak
M em ada

i

1 Se lu ruh  pegaw ai 
secara  rutin  telah  
m enandatan gan i 
p em yataan  atu ran  
perilaku

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

11 Pem yataan  atu ran  
perilaku  telah  
d ibaca  oleh sem ua  
pegaw ai

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

12 Pem yataan  atu ran  
perilaku  telah  
d ipaham i oleh  
sem ua pegaw ai

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

13 Pim pinan telah  
m em antau  apakah

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
se lu ruh  pegaw ai 
te lah  m engikuti 
sosialisasi a tu ran  
perilaku

14 T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

15 D E  VIASI / PE R B E D  
A A N  ditanggapi —  
pelanggaran  atas  
nilai-n ila i
integritas dan  
nilai-n ila i etika  
diidentifikasi 
secara  tepat w ak tu  
d an  d itangan i p ad a  
tingkatan yang  
sesuai da lam  
organ isasi

Tidak
M em ada

i

1 Pim pinan  instansi 
telah m endapat  
in form asi atas  
kepatuhan  
p e lak san aan  
atu ran  perilaku di 
in stansi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PEN ILA IAN
C E E

A TR IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U ESIO N E R

1 2 3 4 I
1 2 3 4 5 6 7 8

16 Pelanggaran  
atu ran  perilaku  
telah
ditindaklan juti 
sesua i ketentuan  
yan g  berlaku

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

17 Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

18 B K O M ITM EN
T E R H A D A P
K O M PETENSI;

T idak
M em ada

i

1 Identifikasi 
Kom petensi- 
kom petensi —  
Kom petensi- 
kom petensi yang  
m endukun g  
efektifitas 
pelaporan  
keuangan , 
pengendalian  
internai, dan  
m anajem en  risiko

Tidak
M em ada

i

1 Instansi telah  
memiliki 
strategi / rencana  
kom petensi yang  
berisikan  stan dar  
kom petensi yang  
d ibu tu h k an  oleh  
in stansi un tuk  
m elaksan akan  
tugas dan  
fungsinya

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



-  42 -

NO. S U B  U N S U R
H A SIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
telah diidentifïkasi

19 S D M  yang  
m em adai telah  
tersedia un tuk  
m elaksan akan  
strategi dan  
peren canaaan  
organ isasi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

20 Kom petensi yang  
d ibu tuh kan  dalam  
setiap posisi di 
in stansi telah  
didefin isikan  
secara  tepat.

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

21 Pertahankan  
Individu -  
O rgan isasi 
m em pekeijakan  
atau
m em anfaatkan  
individu yan g  
memiliki

T idak
M em ada

i

1 Para  pegaw ai telah  
ditem patkan  
sesua i dengan  
kom petensi dan  
penga lam an  
m ereka  
berdasarkan  
syarat dan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 43 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U ESIO N E R

1 2 3 4 X

1 2 3 4 5 6 7 8
kom petensi dalam
pelaporan
keuangan ,
pengendalian
internai,
com pliance, dan  
m anajem en  risiko.

k ebu tu h an  dari 
posisi tersebut

22 Pim pinan di 
Instansi sau d a ra  
telah m emiliki 
penga lam an  kerja  
yang lu a s  tidak  
h an ya  terbatas  
p ad a  h a l-h a l 
teknis tertentu  
sa ja

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

23 Kom petensi SD M  
telah d ipan tau  
secara  efektif

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

24 Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 s

1 2 3 4 5 6 7 8

25 Pelatihan yang  
m em adai selalu  
d ilakukan  
sebelum  pegaw ai 
m enduduk i posisi 
penting

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

26 Instansi telah  
m emiliki rencana  
kaderisasi sta f 
yan g  kom peten  
u n tu k  m enduduki 
posisi-posisi 
penting

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

27 Evaluasi
Kom petensi —  
B idang  kom petensi 
yang d ibu tuh kan  
telah d ievaluasi 
dan  d ipertahankan  
secara  réguler.

T idak
M em ada

i

1 D okum entasi 
tentang prosedur  
penilaian  
kom petensi 
pegaw ai telah  
m em adai dan  
dim utakh irkan  
secara  periodik

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 45 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Assessm ent / penil 
aian  kom petensi 
dari pegaw ai yan g  
m enduduk i posisi 
penting telah  
d ilakukan  secara  
periodik dan  
didokum entasikan  
secara lengkap

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

29 Evaluasi
kom petensi dan  
k ineija  pegaw ai 
telah d ilakukan  
secara periodik

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

30 C K EPEM IM PIN AN
Y A N G
K O N D U SIF ;

T idak
M em ada

i

1 M enetapkan  
"Iram a O rgan isasi"  
—  Filosofi dan  
gaya
kepem im pinan  
Pim pinan  Instansi 
m enekankan  p ada  
pentingnya  
pelaporan  internai 
dan  ek stem al yang  
baik  dan

Tidak
M em ada

i

1 Pim pinan m elalui 
perkataan  dan  
perbu atan  telah  
selalu
m enekankan  
pentingnya  
pencapaian  tu ju an  
pengendalian  
internai

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



V
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
transparan , ju g a  
pentingnya  
pengendalian  
internai d an  
m anajem en risiko  
yan g  efektif

31 Pim pinan telah  
m em pertim bangka  
n risiko da lam  
pengam bilan  
k epu tu san  dan  
sering
m endiskusikanny  
a  di da lam  rapat

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

32 G aya  d an  tone 
(aura )
kepem im pinan  
yan g  kondusif 
telah d irasakan  
baik  di dalam  
m au p u n  di lu ar  
organ isasi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 47 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8

33 Pim pinan telah  
m em bentuk dan  
m em fungsikan  
satgas SPIP, 
Inspektorat atau  
un it o rgan isasi 
tertentu un tuk  
m endorong  
penerapan  
pengendalian  
(SPIP).

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

34 Pim pinan telah
m enekankan
pentingnya
penerapan
pengendalian
da lam  setiap
kegiatan
organ isasi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

35 Artiku lasi T u juan  
—  Pim pinan  
Instansi
m enetapkan  dan  
m engartiku lasikan  
secara jelas

T idak
M em ada

i

1 Pim pinan  telah  
m engkom unikasik  
an  secara efektif 
tu juan
pengendalian  
in tem  kepada

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 48 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 J L
1 2 3 4 5 6 7 8

tu ju an -tu ju an
pengendalian
internai

p a ra  pegaw ai yang  
terkait

36 M em ilih Prinsip- 
prinsip  dan  
E stim asi-E stim asi 
—  Pim pinan  
Instansi m engikuti 
proses yang  
disiplin dan  
objektif dalam  
m engem bangkan  
tu ju an  
pengendalian  
internai

T idak
M em ada

i

1 Pim pinan telah  
m engikutsertakan  
pe jabat dan  
pegaw ai terkait 
d a lam  proses  
penetapan  tu juan  
pengendalian  
in tem

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

37 D P E M B E N T U K A N
STR UK TU R
O R G A N ISA SI
Y A N G  SE S U A I
D E N G A N
K E B U T U H A N

Tidak
M em ada

i

1 Penetapan  
T an ggun g jaw ab  -  
Pim pinan  Instansi 
m enetapkan  
tanggungjaw ab  
pelaporan  internai 
u n tu k  setiap  
b ag ian / su b  un it di 
dalam  Instansi

T idak
M em ada

i

1 Struktu r
organ isasi telah  
d irancan g  sesuai 
dengan
kom pleksitas dan  
sifat kegiatannya

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



-  49 -

NO. S U B  U N S U R
H A SIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 X

1 2 3 4 5 6 7 8

38 Se lu ruh  unit 
organ isasi telah  
m em punyai 
kew ajiban  un tuk  
m enyusun  laporan  
sec a ra  tepat 
w aktu

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

39 Risiko yang  
m un cu l dari 
struktur
organ isasi telah  
diperh itungkan  
pim pinan  instansi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

40 Struktu r
organ isasi yang  
ad a  telah  
m em perm udah  
penyam paian  
in form asi risiko ke 
setiap bag ian

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

41 M en jaga  Struktur  
—  Pim pinan  
Instansi m en jaga  
struktur organ isasi 
yang m em fasilitasi

T idak
M em ada

i

1 Struktur
organ isasi telah  
dilengkapi dengan  
bagan  organ isasi 
yang m enjelaskan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B  AN  
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
pelaporan  dan
kom unikasi
la innya yang
efektif terkait
dengan
pengendalian
internai

peran  dan  
tanggung ja w a b  
m asin g-m asing  
pegaw ai

42 U ra ian  tu gas  
u n tu k  m asing- 
m asing pe jabat  
kunci/ penting  
telah d itetapkan  
dan
d im utakh irkan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

43 M en jaga  
K elangsungan  
Proses —  A lu r  
pelaporan  telah  
m em pertim bangka  
n pentingnya  
m en jaga  
ke langsungan  
proses un tuk  
tu ju an  verifïkasi 
atas  in form asi 
y an g  d ihasilkan

Tidak
M em ada

i

1 Proses validasi 
atas  tingkat 
kehandalan , 
keakuratan , 
kelengkapan , 
ketepatan w aktu  
sistem  in form asi 
telah d ilakukan  
secara  berka la

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



-  51 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

J A W A B  A N  
K U E S IO N E R

1 2 3 4 J L
1 2 3 4 5 6 7 8

dari sistem
inform asi
organ isasi

44 E. P E N D E LE G A S IA  
N W E W E N A N G  
D A N  T A N G G U N G  
J A W A B  Y A N G  
TEPAT;

Tidak
M em ada

i

1 Pim pinan  Instansi 
m engaw asi 
pengendalian  
internai dan  
bagian  risiko  
Pim pinan Instansi 
m engaw asi p roses  
penentuan  
tanggung ja w a b  
un tuk
pengendalian  
internai d an  
Pim pinan Instansi 
risiko

Tidak
M em ada

i

1 Pim pinan  telah  
m elakukan  reviu  
d an  evaluasi 
secara  be ijen jan g  
te rhadap  peran  
d an  tanggung  
ja w a b
baw ah an n y a
terkait
pengendalian

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

45 D alam  setiap  
raker/rap im , 
Pim pinan  telah  
secara  rutin  
m em bah as  
efektivitas

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 52 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B  AN  
K U E S IO N E R

1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8

penyelenggaraan
pengendalian

46 Tentukan
T an ggun g jaw ab
p enu n ju kan
tanggu ng jaw ab
dan  delegasi
otoritas
didefïn isikan
secara  je la s  un tuk
sem ua pegaw ai
y an g  ikut serta
dalam
pengendalian  
internai dan  
Pim pinan  Instansi 
risiko, proses  
pelaporan  
keuan gan , dan  
com pliance.

T idak
M em ada

i

1 Pendelegasian  
w ew en ang dan  
tanggung ja w a b  
telah d itetapkan  
dan
didokum entasikan  
secara form ai

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

47 Kriteria 
pendelegasian  
w ew en ang telah  
tepat

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 53-

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B  A N  
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

48 Pejabat kunci/  
penting (key 
m anagem ent) yang  
diberi kew enangan  
telah m em aham i 
tanggu ng  ja w a b  
d an  w ew enangnya

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

49 K ew enangan  telah  
direviu dan  
dim utakh irkan  
secara  periodik

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

50 W ew en an g  dan  
tanggung ja w a b  
telah
d ikom unikasikan  
dengan  je la s  dan  
d ipaham i oleh  
pegaw ai

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

51 B atasan  O toritas -  
Penun jukan  
otoritas dan  
tanggung ja w a b  
term asuk  batasan  
yan g  tepat.

T idak
M em ada

i

1 B atasan
kew enan gan  telah  
diverifïkasi dan  
diuji

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 54 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8

52 Proses dan  
tingkatan otorisasi 
telah
d ilaksanakan  
sesuai ketentuan

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

53 F. P E N Y U S U N A N
D AN
PEN ER APAN
KEBIJAKAN
Y A N G  S EH  AT
TE N TA N G
PE M B IN A A N
S U M B E R  DAYA
M AN U SIA ;

T idak
M em ada

i

1 Penetapan  
K ebijakan  S D M  - 
Pim pinan  Instansi 
m enetapkan  
kebijakan  SD M  
dan  p rosedur- 
prosedu r yan g  
m endem onstrasika  
n kom itm en p ada  
integritas, etika, 
dan  kom petensi.

T idak
M em ada

i

1 Instansi telah  
m em punyai 
kebijakan  dan  
prosedur  
pengelo laan  S D M

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

54 K ebijakan  dan  
prosedur
pengelo laan  S D M  
tersebut telah  
d idokum entasikan  
secara  form ai

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



-  55 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILA IAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U ESIO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

55 Penerim aan dan  
Retensi -  
Penerim aan dan  
retensi pegaw ai 
p ad a  posisi kunci 
d idasark an  p ad a  
prin sip -prinsip  
integritas dan  
kom petensi y an g  
diperlukan  
seh u bu n gan  
dengan  posisi 
tersebut

T idak
M em ada

i

1 K ebijakan  dan  
prosedu r
pengelo laan  S D M  
tersebut telah  
disosia lisasikan  
kepada  se lu ruh  
pegaw ai

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

56 K ebijakan  dan  
p rosedu r
pengelo laan  SD M  
tersebut telah  
d ipaham i oleh  
se lu ruh  pegaw ai

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

57 K ebijakan  dan  
prosedu r
pengelo laan  S D M  
tersebut telah  
lengkap  (sejak  
rekrutm en

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
sam pai dengan
pem berhentian
pegawai)

58 K ebijakan  dan  
prosedur
pengelo laan  S D M  
tersebut telah  
dim utakh irkan  
sesuai kebutuhan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

59 Pim pinan  telah
m enetapkan
standar
rekrutm en
pegaw ai sesua i
dengan
persyaratan
jabatan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

60 Pim pinan  telah  
m enetapkan  pola  
m utasi dan  
prom osi pegaw ai 
sesuai dengan  
persyaratan  
ja b a ta n  dan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 57 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
direviu secara  
periodik

61 Setiap S D M  yang  
akan  d item patkan  
da lam  posisi kunci 
telah
m em pe rtim bangka  
n integritas dan  
kom petensinya

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

62 Instansi telah  
m enem patkan  
S D M  p ad a  posisi 
kunci/ penting  
m elalu i fit and  
proper test dan  
m anagem ent  
assessm ent center 
(M AC)

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

63 Pelatihan yang  
cu ku p  -  P im pinan  
Instansi 
m em bantu  
pegaw ai dengan

T idak
M em ada

i

1 Program  pelatihan  
telah d isu su n  
berdasarkan  
ana lisis
k ebu tu h an  diklat

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0



- 58 -

NO. S U B  U N S U R
H A SIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
m enyediakan  
akses p ad a  
kebu tu h an  alat  
m au pu n  pelatihan  
y an g  d ibu tuh kan  
un tuk
m elaksanakan  
peran  m ereka.

(train ing needs  
analysis)

64 Setiap pegaw ai 
telah
m endapatkan  
kesem patan  yang  
cu ku p  un tuk  
m engikuti 
program
pendid ikan  dan  
pelatihan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

65 Program  pelatihan  
yan g  terselenggara  
telah m endorong  
perilaku yan g  baik  
dan  kesadaran  
akan
pengendalian

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0



-  59 -

NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

66 Instansi telah  
m engalokasikan  
anggaran  yang  

m em adai un tuk  
pengem bangan  
S D M

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

67 Instansi telah  
m engikutsertakan  
pegaw ai da lam  
dik lat
kepem im pinan  
d an  kem am puan  
individu (inter 
Personal skill)

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

68 Kinerja dan  
K om pensasi -  
E valuasi k ine ija  
pegaw ai dan  
praktek -praktek  
kom pensasi 
organ isasi 
term asuk
Pim pinan  Instansi, 
m endu kun g  
pencapaian  tu juan

Tidak
M em ada

i

1 Instansi telah  
m em iliki sistem  
penilaian  k inerja  
d an  sistem  
penghargaan  
(reward ) yang  
d idokum entasikan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H A SIL

PENILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PER TAN YAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

JA W A B A N
K U ES IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
pengendalian
internai

69 Sistem  penilaian  
k ine ija  d an  sistem  
pengh argaan  
(rew ard ) tersebut  
telah d iterapkan  
sesua i ketentuan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

70 Instansi telah
m em berikan
berbaga i
pen gh argaan  atas  
k in e ija  dan  
produktivitas  
pegaw ai/un it  
k e ija

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

71 G P E R W U J U D A N  
PER AN  APARAT  
P E N G A W A S A N  
INTER N  
PEM ER INTAH  
Y A N G  EFEK TIF

Tidak
M em ada

i

1 Kepercayaan- 
m em berikan  
keyakinan  yang  
m em adai a  tas  
ketaatan, 
kehem atan, 
efisiensi, dan

Tidak
M em ada

i

1 API P telah  
m elakukan  reviu  
atas
efisiensi / efektivita 
s kegiatan secara  
periodik

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H A SIL

PEN ILA IAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8
efektivitas 
pencapaian  tu ju an  
penyelenggaraan  
tugas dan  fungsi 
Instansi 
Pem erintah

72 A larm  RISIKO - 
m em berikan  
peringatan dini 
dan  m eningkatkan  
efektivitas 
Pim pinan Instansi 
dalam
penyelenggaraan  
tugas dan  fungsi 
Instansi 
Pem erintah

Tidak
M em ada

i

1 APIP telah  
m em berikan  
peringatan  dini 
kepad a  p im pinan  
dalam
penyelenggaraan  
tu gas  dan  fungsi 
Instansi 
Pem erintah

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

73 KU ALITAS  
m em elihara d an  
m eningkatkan  
kualitas  tata kelola  
penyelenggaraan  
tugas dan  fungsi 
Instansi 
Pem erintah

Tidak
M em ada

i

1 APIP telah  
berperan  da lam  
fasilitasi
penyelenggaraan  
pengendalian  di 
in stansi

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N  DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PENILAIAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PERTANYAAN

J A W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8

74 APIP telah  
m elaksanakan  
pengaw asan  
berbas is  risiko

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

75 APIP telah  
m elakukan  
evaluasi atas  
efektivitas SPIP  
secara  periodik

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

76 APIP telah  
m elakukan  
pengu jian  
keuangan  secara  
periodik

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

77 APIP telah
m elakukan
evaluasi
p e laksanaan
pengendalian
internai secara
periodik

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0

78 APIP telah  
m elakukan  reviu  
atas kepatuhan

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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NO. S U B  U N S U R
H ASIL

PENILAIAN
C E E

A T R IB U T /E LE M E  
N DARI S U B  

U N S U R

H ASIL
PEN ILA IAN

C E E
PERTANYAAN

K E SIM PU LA N
PER

PER TAN YAAN

JA W A B A N
K U E S IO N E R

1 2 3 4 I

1 2 3 4 5 6 7 8
h u k u m  dan  
atu ran  lainnya

79 Tem uan  dan  
sa ran  / rekom enda  
si p engaw asan  
APIP  telah  
ditindaklan juti

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

80 H H U B U N G A N  
K ERJA  Y A N G  
BAI K D E N G A N  
INSTANSI 
PEM ER INTAH  
TERRAIT

Tidak
M em ada

i

1 Terdapat
m ekanism e saling  
uji an tar Instansi 
Pem erintah terkait.

T idak
M em ada

i

1 Pim pinan  instansi 
telah m em bina  
h u b u n g an  ke ija  
y an g  ba ik  dengan  
instansi / o rgan isas  
i lain  yang  
memiliki 
keterkaitan  
operasional

T idak
M em adai

1 0 0 0 0 0

81 Pim pinan instansi 
telah m em bina  
h u b u n g an  k e ija  
yan g  ba ik  dengan  
in stansi yang  
terkait a tas  fungsi 
pen gaw asan  
(inspektorat,
BPKP, d an  BPK)

Tidak
M em adai

1 0 0 0 0 0
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K E T E R A N G A N  W A R N A  :

T idak M em adai

K urang
M em adai

C u k u p
M em adai

M em adai

P E T U N JU K  PE N G IS IA N  

Kolom  1 S u d a h je la s .

Kolom  2 S u d a h  jelas.

Kolom  3 D isim pu lkan  dari m odus hasil pen ilaian  C E E  atas m asing-m asing atribut/elem en (kolom  5) p ad a  sub  
u n su r  terkait.

Kolom 4 S u d ah  je las.

Kolom  5 D isim pu lkan  dari m odus kesim pu lan  per pertanyaan  yan g  terkait dengan  m asing-m asing  
atribut/elem en

Kolom 6 S u d ah  je las.

Kolom  7 D isim pu lkan  berdasark an  atas  m odu s ja w a b a n  dari responden.

Diisi b e rdasarkan  ja w a b a n  responden  atas kuesioner CEE.Kolom 8
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FROM 5

FORM ELP 3 : SIMPULAN SEMENTARA HASIL CEE

Nomo
r Unsur Hasil ELP 2 Penjelasa

n
Hasil 
ELP 1

Penjelasa
n

Analisi
s

Kesimpulan
Sementara Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penegakan Integritas dan Nilai 

Etika
Tidak

Memadai
Tidak Memadai

2 Komitmen terhadap 
Kompetensi

Tidak
Memadai

Cukup
Memadai

3 Kepemimpinan yang Kondusif Tidak
Memadai

Cukup
Memadai

4 Struktur Organisasi Tidak
Memadai

Cukup
Memadai

5 Pendelegasian Wewenang dan 
Tanggung Jawab

Tidak
Memadai

Kurang
Memadai

6 Kebijakan Pengembangan SDM Tidak
Memadai

Kurang
Memadai

7 Pengawasan Internai Tidak
Memadai

Kurang
Memadai

8 Hubungan Kerja yang Baik Tidak
Memadai

Cukup
Memadai

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Diisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian
Kolom 2 Diisi dengan simpulan dari formulir ELP2 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup
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Kolom 3 

Kolom 4

Kolom 5 

Kolom 6

Kolom 7 

Kolom 8

Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2

Diisi dengan simpulan dari formulir ELP1 atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup 
Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan formulir ELP2

Diisi dengan analisis fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian berdasarkan hasil ELP1 dan 
ELP2. Jika hasil keduanya sama, maka fasilitator akan menyimpulkan sesuai dengan hasil tersebut. Jika hasilnya 
bertentangan maka diperlukan pertimbangan profesional fasilitator untuk mengambil simpulan sementara untuk nantinya 
dibahas lebih lanjut dengan pimpinan instansi guna memperoleh pertimbangan dan data lebih lanjut sehingga dapat 
dihasilkan simpulan akhir.

Diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup 
Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Diisi dengan uraian simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom 7
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FORM 6

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No. Unsur/Kelemahan Lingkungan 
Pengendalian Rencana Tindak Perbaikan Status Prioritas Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1
2
II Komitmen terhadap Kompetensi
1
2
III Kepemimpinan yang Kondusif
1
2
IV Struktur Organisasi
1
2
V Pendelegasian Wewenang dan Tanggung 

Jawab
1
2
VI Kebijakan Pengembangan SDM
1
2

VII Pengawasan Internai
1
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2
VIII Hubungan Kerja yang Baik

1
2

PETUNJUK PENGISIAN 

Kolom 1 Sudahjelas
Kolom 2 Diisi dengan sub unsur lingkungan pengendalian dan kelemahan lingkungan pengendalian atas sub unsur tersebut 
Kolom 3 Rencana tindakan perbaikan lingkungan pengendalian yang direncanakan atas sub unsur tersebut 
Kolom 4 Diisi dengan simpulan atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang 

Memadai, Tidak Memadai)
Kolom 5 Diisi dengan tick mark (V) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika dianggap 

prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja terkait
Kolom 6 Diisi dengan penanggung jawab atas perbaikan lingkungan pengendalian. Jika penanggun jawab bukan instansi 

yang dibimbing maka rencana tindak harus ditambah dengan pengusulan perbaikan kepada penanggung jawab yang 
dimaksud
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FORM 7

IDENTIFIKASI TUJUAN RENCANA STRATEGIS

No Misi Tujuan Sasaran
Strategis

Kegiatan Utama yang 
Mendukung Capaian 

Tujuan/ Sasaran 
Strategis

Tujuan Kegiatan Utama

1 2 3 4 5 6
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UNIT ORGANISASI

KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI RISIKO

1 .

2 .

3.
4.

FORM 8

No Pernyataan Risiko Penyebab Internai/
Eksternal

Dampak pada Capaian 
Tujuan

Pemilik
Risiko Tahap Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7
1 Internai Persiapan

2 Internai Pelaksanaan

3 Internai O utput (Goal)

4 Internai D elivery

5 Internai
dst Internai

Keterangan :
1 Kolom 1 berisi no urut
2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang di identifikasi
3 Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4 Kolom 4 berisi faktor penyebab
5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6 Kolom 6 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani resiko tersebut
7 Kolom 7 berisi tahapan kegiatan
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FORM 9

KERTAS KERJA PENGISIAN SKALA DAMPAK DAN KEMUNGKINAN

No Pernyataan
Resiko

Pendapat Anggota kelon 
terhadap Skala Kemung

npok
<inan

Rata

Rata
Dampak

Pendapat anggota kelompok 
terhadap Skala Dampak

Rata

Ratai—l

X
cm

X
CO
X X

lO
X X

IN
X

oo
X

r—H

X
CM
X

CO
X X

LO

X
v o
X X

00
X

1 0 0
2 0 0

3 0 0

4 0 0
5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0
10 0 0
11 0 0

12 0 0

13 0 0

Skala Kemungkinan Skala Dampak

1 Sangat jarang 1 Sangat kecil

2 Jarang 2 Kecil

3 Sering 3 Besar

4 Sangat sering 4 Sangat besar
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HASIL ANALISIS RISIKO
Form 10

UNIT ORGANISASI 
KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN :
1.

2 .

No Pernyataan Risiko Pemilik
Risiko Penyebab Dampak pada 

Capaian Tujuan

Skor
Kemungkinan

terjadi

Skor
Dampak

Total Skor 
(6x7) Rangking

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,00 0,00 0,00 1
2 0,00 0,00 0,00 1
3 0,00 0,00 0,00 1
4 0,00 0,00 0,00 1
5 0,00 0,00 0,00 1

dst 0,00 0,00 0,00 1

Keterangan :
1 Kolom 1
2 Kolom 2
3 Kolom 3
4 Kolom 4
5 Kolom 5
6 Kolom 6
7 Kolom 7
8 Kolom 8

berisi no urut
berisi uraian risiko yang diidentifikasi
berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
berisi hal-hal dampak yang terjadi
berisi nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
berisi total nilai kemungkinan dan nilai dampak
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PETA RISIKO
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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DO 3.150 4.1

FORM 11
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FORM 12

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT ORGANISASI :

KEGIATAN :

TUJUAN KEGIATAN :
1
2

No Pernyataan
Risiko Penyebab

Pengendalian 
yang sudah 

ada

Perbaikan
Pengendalian

Detektif (D) / 
Préventif (P) / 
Korektif (K)

Waktu
Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7

1 Préventif (contoh: memberi akses hanya pada 
seseorang yg diberi tanggungjawab)

2 Préventif (contoh: memberi akses hanya pada 
seseorang yg diberi tanggungjawab)

3 Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas 
kelemahan)

4 Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas 
kelemahan)

5

dst

Keterangan :

1 Kolom 1 berisi no urut

2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
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3 Kolom 3 berisi uraian penyebab terjadinya risiko

4 Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi

5 Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada

6 Kolom 6 berisi jenis/sifat dari pengendalian yang dirancang/harus ada 

Préventif (contoh: memberi akses hanya pada seseorang yg diberi tanggungjawab)

Detektif (contoh: melakukan reviu periodik, cek fisik)

Korektif (contoh: melakukan perbaikan atas kelemahan)

7 Kolom 7 berisi waktu yang direncanakan dalam melaksanakan pengendalian yang harus ada
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DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

FORM 13

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN
1
2

No Pernyataan
Risiko Penyebab

Pengendalian 
yang sudah 

ada

Perbaikan
Pengendalian

Detektif (D) / Préventif (P) / Korektif 
(K)

Existing
Infokom

Perbaikan
Informasi

Perbaikan
Komunikasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Préventif (contoh: memberi akses 

hanya pada seseorang yg diberi 
tanggungj awab)

2 Préventif (contoh: memberi akses 
hanya pada seseorang yg diberi 

tanggungj awab)

3 Korektif (contoh: melakukan 
perbaikan atas kelemahan)

4 Korektif (contoh: melakukan 
perbaikan atas kelemahan)

5

dst
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Keterangan :

1 Kolom 1

2 Kolom 2

3 Kolom 3

4 Kolom 4

5 Kolom 5

6 Kolom 6

7 Kolom 7

8 Kolom 8

9 Kolom 9

berisi no urut

berisi uraian risiko yang diidentifikasi 

berisi uraian penyebab terjadinya risiko

Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi

berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi risiko yang ada

berisi jenis/sifat dari pengendalian yang dirancang/harus ada

berisi informasi dan komunikasi yang sudah ada

berisi upaya perbaikan infomasi

berisi upaya perbaikan komunikasi
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DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Form 14

UNIT ORGANISASI :

KEGIATAN :

TUJUAN KEGIATAN :
1
2

No
Uraian
Risiko
Kunci

Pemilik
Risiko

Risiko awal Pengend
alian

Kunci

Pemantau 
an yang 

Dilaksana 
kan

Hasil

Pemantauan

Skala

Dampak

Skala

Kemungkinan Kesimpulan Perbaikan
Pemantauan

Waktu
Pemantau

anKemu
ngkian

Dam
pak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5
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Keterangan :
1 Kolom 1 berisi nomor urut risiko
2 Kolom 2 berisi uraian risiko berdasarkan daftar risiko yang telah diidentifikasi
3 Kolom 3 berisi dari pemilik risiko
4 Kolom 4 berisi besarnya dampak dari risiko yang di identifikasi misai skor 4 dampaknya sangat besar, 3 besar, 2 kecil, 1 sangat 

kecil.
5 Kolom 5 berisi frekuensi dari risiko yang telah diidentifikasi, misai skor 4 frekuensinya sangat sering, 3 sering, 2 jarang, 1 

sangat jarang
6 Kolom 6 berisi pengendalian kunci atas risiko yang diidentifikasi.
7 Kolom 7 berisi pemantauan yang dilaksanakan
8 Kolom 8 berisi hasil dari pemantauan yang dilakukan
9 Skala dampak dari risiko kunci setelah dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pengedalian kunci
10 Skala kemungkinan dari risiko kunci setelah dilakukan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian kunci
11 Kesimpulan pengendalian intern yang telah dirancang
12 Usulan perbaikan atas pengendalian intern yang belum efektif
13 Diisi waktu pemantauan

MENTERI PERHUBUNGAN,

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENYELEN GGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SPIP

1. Penanggungjawab : Pimpinan Unit Kerja

2. Ketua : Pejabat Struktural yang membidangi Perencanaan

3. Sekretaris : Pejabat atau Pegawai yang menangani bidang

perencanaan

4. Anggota : Seluruh Pejabat Struktural satu tingkat dibawah

Pimpinan Unit Kerja

5. Sekretariat : Perwakilan dari masing-masing unit kerja

dan / atau bagian

Tugas Satuan Tugas (Satgas) SPIP adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab :

a. bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta 

atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

b. memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan 

dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

c. memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan (Menteri 

Perhubungan untuk Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Eselon I untuk 

Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri).

2. Ketua:

a. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan 

Tugas SPIP;

b. menyusun rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP, termasuk 

penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan
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SPIP;

c. mensosialisasikan penerapan rencana tindak dan jadual pelaksanaan 

SPIP;

d. melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan Tim Satgas;

e. membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di 

lingkungan unit kerjanya;

f. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan semua kegiatan 

kepada penanggungjawab secara periodik;

g. menetapkan tim evaluasi laporan pertanggungjawaban SPIP pada unit 

kerjanya.

3. Sekretaris:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 

yang diperlukan;

b. menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan SPIP;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Satgas SPIP di 

lingkungan unit kerjanya;

d. melakukan inventarisasi hasil penyelenggaraan SPIP dari seluruh 

anggota Satgas SPIP;

e. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP;

f. mendukung tugas Satgas SPIP dalam pembinaan penyelenggaraan 

SPIP.

4. Anggota :

a. menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang- 

undangan dan literatur lain terkait SPIP;

b. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan unit 

kerja masing-masing;

c. mempersiapkan instrumen-instrumen pelaksanaan SPIP yang 

digunakan dalam rangka penerapan setiap sub unsur SPIP dan 

mengevaluasi instrumen yang telah dimiliki;

d. menyusun dokumen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

rencana tindak pengendalian, rencana tindak perbaikan informasi dan 

komunikasi, serta rencana tindak perbaikan pemantauan;

e. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya secara 

periodik.
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5. Sekretariat:

a. membantu Anggota Satgas SPIP menyusun dokumen lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, rencana tindak pengendalian, rencana 

tindak perbaikan informasi dan komunikasi, rencana tindak perbaikan 

pemantauan serta laporan penyelenggaraan SPIP;

b. membantu Tim Satgas SPIP dalam mempersiapkan administras! 

termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi 

kegiatan-kegiatan SPIP;

c. membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi 

pelaksanaan kegiatan SPIP.

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PELAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP

Setiap penyelenggaraan SPIP di Tingkat Kementerian, Unit Kerja dan Unit 

Kerja Mandiri harus membuat laporan penyelenggaraan SPIP. Laporan 

penyelenggaraan SPIP Tingkat Kementerian (strategis) disusun oleh Sekretaris 

Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Laporan penyelenggaraan SPIP di 

Tingkat Unit Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Setjen dilaporkan 

kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan. Unit Kerja Eselon II 

dan Unit Kerja Mandiri menyusun laporan pelaksanaan SPIP di lingkungan 

kerjanya. Laporan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait 

sebagai penanggung jawab satgas SPIP Eselon I, dengan tembusan Kepala Biro 

Perencanaan. Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (Pengertian SPIP, Tujuan SPIP, dan Unsur-Unsur SPIP).

B. Dasar Hukum.

C. Tujuan Pelaporan.

D. Ruang Lingkup Pelaporan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

A. Lingkungan Pengendalian Unit Kerja

1. Kelemahan Lingkungan Pengendalian Unit Kerja.

2. Rencana Tindak Perbaikan.

3. Daftar risiko.

Lingkungan pengendalian yang meliputi aspek:

1. Man;

2. Money;

3. Material;
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4. Methods; dan

5. Machine

B. Penilaian Risiko

1. Identifikasi Risiko.

2. Analisis Risiko.

3. Rencana Tindak Pengendalian.

a. Rencana Perbaikan Kegiatan Pengendalian.

b. Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi.

c. Rencana Perbaikan Pemantauan.

C. Kegiatan Pengendalian

Memuat realisasi kegiatan pengendalian terhadap RTP.

D. Informasi dan Komunikasi

Memuat realisasi informasi dan komunikasi terhadap RTP.

E. Pemantauan Pengendalian Intern 

Memuat realisasi pemantauan terhadap RTP.

BAB III KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

A. Kesimpulan

B. Rencana Pengembangan

LAMPIRAN

A. Formulir Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dan Rencana 

Tindak Perbaikan

B. Formulir Daftar Risiko

C. Daftar Ranking Risiko (Peta Risiko)

D. Formulir Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Perbaikan Kegiatan 

Pengendalian, Rencana Perbaikan Informasi Dan Komunikasi, Rencana 

Perbaikan Pemantauan) sebagaimana tercantum dalam formulir 15 sampai 

dengan 19.
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CONTOH SURAT PENGANTAR PENYELENGGARAAN SPIP
KOP SURAT

Nomor : .....................  Jakarta, ..............  2018

Lampiran : .....................

Perihal : .....................

FO RM 15

Kepada:

Yth. Kepala B iro........
Sekretariat Jenderal....

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Biro ........  Sekretariat Jenderal

........  Nomor ..........  tanggal ........  perihal Percepatan

Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPI), sesuai amanat di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 Tabel 7.1 tentang 

Indikator Kinerja RPJMN Bidang Aparatur Negara “Tingkat 

Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2019 Level 3”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan 

hasil Implementasi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Kerja 

Kementerian/ Lembaga (eselon I, eselon II atau unit kerja mandiri) 

dengan dokumen terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima 

kasih.

Unit Kerja Kementerian/Lembaga 

Kepala,

( )

NIP
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Form 16

KOP SURAT
DAFTAR KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK

PERBAIKAN

N O U N S U R / K E L E M A H A N
R E N C A N A  T IN D A K  

P E R B A IK A N
P R IO R IT A S

P E N A N G G U N G
J A W A B

W A K T U

1 2 3 4 5 6

I P e n ega k a n  In te g r ita s  d a n  N ila i E tik a

1

2

3 dst

II K o m itm en  te rh a d a p  K o m p e te n s i

1

2

3 dst

III K e p e m im p in a n  y a n g  K o n d u s if

1

2

3 dst

IV S tru k tu r  O rg a n is a s i

1

2

3 dst

V P e n d e le g a s ia n  W e w e n a n g  d an  
T a n g g u n g  J a w a b

1

2

3 dst

V I K e b ija k a n  P e n g e m b a n g a n  S D M

1

2

3 dst

V II P e n g a w a sa n  In te rn a i

1

2

3 D st
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N O U N S U R /  K E L E M A H A N
R E N C A N A  T IN D A K  

P E R B A IK A N
P R IO R IT A S

P E N A N G G U N G
J A W A B

W A K T U

1 2 3 4 5 6

V III H u b u n g a n  K e r ja  y a n g  B a ik

1

2

3 dst

Jakarta, ..................2018
Kepala Unit Kerja Eselon 

I/II/Mandiri

NAMA

NIP
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KOP SURAT 
DAFTAR RISIKO

FORM 17

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional :

Kegiatan : ...................................

Tujuan : 1................................
2 .....................................

3...............................

N O P E R N Y A T A A N  R IS IK O P E N A N G G U N G  J A W A B P E N Y E B A B D A M P A K / A K IB A T

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Jakarta, ................  2018

Kasubbag/Kasie/Fungsional 
(Pemilik Risiko)

NAMA

NIP
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KOP SURAT

RANKING/PETA RISIKO

Form 18

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional :
Kegiatan : ....................................

Tujuan : 1................................

2 .....................................

3...............................

NO P E R N Y A T A A N  R IS IK O P E N Y E B A B D A M P A K / A K IB A T S C O R E R A N K IN G

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Jakarta, ................  2018
Kasubbag/ Kasie / Fungsional 

(Pemilik Risiko)

NAMA
NIP
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KOP SURAT

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Form 19

Unit Kerja Eselon IV/Fungsional :

Kegiatan : ...................................

Tujuan : 1...............................

2 ..........................................

3...............................

R ANKING
PERNYATAAN

RISIKO
PENYEBAB

D AM PAK  PAD A 
C APAIAN  

PE NG E N D ALIAN

RENC AN A
PERBAIKAN
KEG IATAN

PENG END ALIAN

W AKTU

R E NC AN A
PERB AIKAN RENC AN A

PERBAIKAN
PEM ANTAU AN

W AKTU
INFO R
M ASI

KO M U NIK
ASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

1

2

3

Jakarta, ................  2018

Kasubbag/ Kasie / Fungsional 
(Pemilik Risiko)

NAMA

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


